
1 
 

PERKAWINAN PEREMPUAN HAMIL DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN 

 

Aulia Firdaus Mustikasari 

1311501801 

Fakultas Hukum 

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia 

085814911822, auliafirdamus@gmail.com 

 

Abstract 

Penelitianvini membahasvmasalah perkawinanvperempuan hamil dan status anak yang 

dilahirkan ari perkawinan perempuan hamil tersebut. Hal ini karena dilatar belakangi oleh 

pergaulan bebas yang terjadi dikalangan remaja dengan berhubungan layaknya suami istri di luar 

ikatan perkawinan akibatnya perempuanVtersebut mengalami kehamilan dilar ikatan perkawinan 

yang sah. Masalah yang munculvadalah status perkawinan dan statusvanak yang dikandungnya 

menurutvUndang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkanvpermasalahn 

tersebut,hasil penelitianvini adalah bahwa mengenai status perkawinanvperempuan hamil akibat 

zina memililikivperdebatan antara para ulama, ada yangvmengatakan sahvdan adajuga yang 

mengatakan bahwa perkawinan itu tidak sah. Di dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan 

bahwa perkawinan perempuan hamil tersebut sah bila yang menikahinya adalah laki-laki yang 

menjadivpenyebabNkehamilan tersebut. KompilasivHukum Isla tidak menjelaskan jika yang 

mengawinivperempuan tersebutvbuka laki-laki yang menjadiVpenyebab kehamilan tersebut.  

Dalam Undang-Undan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengaturvsecara rinci 

megenaivperkawinan perempuan hamil, mengenaivstatus anak zinavhanya memiliki hubungan 

keperdataan dengan ibu danvkeluarga ibunyasaja. Mengingat status hukumvperkawinan 

perempuan hamilvsah, maka statusvanak yang dilahirkanvsetalah terjadinyaVperkawinan 

tersebut menjadivanak sah. Hal ini didasarkan pada Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan 

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anakNsah adalah anak yang dilahirkan 

dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dari uraian tersebut penulis setuju dengan pendapat 

Imam Syafi’i, beliauVmemperhatikan manfaatvdan mudharat bagivsemua pihak, khusunya 

kepada status anak yang dilahirkan agar memilikiUkejelasan dimasa depan.  

Kata Kunci : Perkawinan Perempuan Hamil, Fiqih,  

Abstract 

This study discusses the problem of marriage of pregnant women and the status of children born 

from the marriage of the pregnant woman. This is because of the background of free association that occurs 

among adolescents by relating like a husband and wife outside the marital relationship as a result of the 

woman experiencing a pregnancy beyond the legitimate marriage bond. The problem that arises is the 

marital status and status of the child they conceive according to the Marriage Law and the Compilation of 

Islamic Law. Based on these problems, the results of this study are that regarding the marital status of 

pregnant women due to adultery have debates between the scholars, some say legitimate and some say that 

marriage is illegal. In the Compilation of Islamic Law states that the marriage of a pregnant woman is valid 

if the one who marries her is the man who caused the pregnancy. The compilation of Isla Law does not 

explain if the man who married the woman was open to the male who caused the pregnancy. In the Undan 
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Law No. 1 of 1974 concerning Marriage does not regulate in detail the marriage of pregnant women, 

regarding the status of adultery children only having a civil relationship with the mother and family only. 

Given the legal status of the marriage of pregnant women is legal, the status of children born after the 

occurrence of the marriage becomes a legitimate child. This is based on Article 42 of the Marriage Law and 

Article 99 of the Compilation of Islamic Law stating that legal children are children born within or due to 

legal marriage. From the description the author agrees with the opinion of Imam Shafi'i, he considers the 

benefits and disadvantages of all parties, especially to the status of children born in order to have clarity in 

the future. 

Keyword : Marriage of Pregnant Women, Fiqh 

 

A. Pendahuluan  

1. Latar Belakang Masalah 

MenurutvHukum Islamvperkawinan adalah akad yangvbersifat luhurvdan sucivantara 

laki-laki danvperempuan yang menjadivsebab sahnyavsebagai suamivistri dan dihalalkan 

dalambubungan seksual. Terjadinya perkawinan telah menyatukan dua keluarga dari pihak 

laki-laki dan pihaknperempuan. Allah telah menciptakan manusia dengan berpasang-

pasangan sesuai dengan firman allah dalam Surat An-Nisa ayat 1. Sedangkan dalam Undang-

Undang Perkawinan menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara laki-laki dan 

perempuan yang bertujuan untuk membentuk rumah angga yang bahagia. Adapun 

pengertian atau definisi perkawinan menurut empat mazhab yaitu: 

a. UlamavHanafiah, nikah adlah akad yang memberikan faedah (mengakiibatkan) 

kepemilikan untukvbersenang-senang secaravsadar (sengaja) bagii seorang pria 

dengan seorangvwanita, terutamagguna mendpatkan kenikmatan biologs; 

b. Mazhab Maliki, nikah adlah sebuah ungkapanv(sebutan) atau titel bagi suatu akad 

yangvdilaksanakan dan diimaksudkan untuk meraihvkenikmatanvsematamata; 

c. Syafi‟iah, kawiin dirumuskan dengan akad yang menjaminvkepemilikan untu 

bersetubuhvdengan menggunakan redaksiv(lafal) “inkah atau tazwij” atau turuna 

makna darivkeduanya; 

d. UlamavHanabilah, nikah adala akad dilakukanvdengan mggunkan katavinkah dan 

tajwid gunaa mendapatkan kesnanganv(bersenang). 

Pada jaman sekarang ini perkawinan tidak dianggap sesuatu yang sakral lagi, seseorang 

yang berkeinginan untuk menyalurkan naluri dan hawa nafsu sudah tidak memperdulikan 

apakah dia sudah menikah ataukah belum. Bahwa dapat kita lihat sekarang banyak sekali 

tempat-tempat prostitusi yang dilegalkan, dan juga banyak sekali kita lihat para remaja 

melakukan aborsi karena hubungan yang salah. Mereka melakukan hubungan layaknya 

suami dan istri di luar ikatan perkawinan. Banyak dari mereka yang mengalami kehamilan 

diluar perkawinan untuk pergi ke dokter kandungan untuk menggugurkana kndungan 

tersebut, dan ada juga yang menutupi dengan melakukan perkawinan dengan laki-laki yang 

menjadi penyebab kehamilan tersebut maupun laki-laki yang bukan menjadi penyebab 

kehamilan tersebut.  

Kejadian seperti itu tidak hanya di dalam sinetron yang ada di dalam televisi saja, tetapi 

hal tersebut telah terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bukan menjadi rahasia umum lagi 

di negara Indonesia. Banyak sekali penelitian yang disebarkan melalui media televisi, koran, 

majalah atau media massa lainnya yang menyatakan bahwa para mahasiswi maupun siswi 
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SMP dan SMA sudah pernah berhubungan seks dengan orang lain, dan tidak banyak juga 

telah mengalami kehamilan. 

Bahkan untuk menutupi kehamilan diluar nikah tersebut yang dilakukan justru mereka 

menutupinya dengan maksiat lagi dan berlipat-lipat dan berkepanjangan. Ada yang lari ke 

dokter dan dukun kandungan, ada juga yang melangsungkan perkawinan dengan pasangan 

yang menghamilinya atau orang lain yang bukan penyebab kehamilan tersebut agar 

masyarakat mengetahaui bahwa kehamilan tersebut adalah sah. 

Kejadian tersebut tidak hanya berlaku pada para perempuan saja, karena perbuatan yang 

dilakukan oleh para perempuan tersebut sudah pasti dlakukan dengan lawan mainnya yang 

berjenis kelamin laki-laki. Bahkan yanglebih disayangkan lagi perbuatan hubungan layaknya 

suami istri tersebut dilakukan oleh para remaja-remaja yang masih di bawah umur. 

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan luar nikah antara lain: 

a. Cinta  

Cinta merupakan salah satu faktor yang paling banyak mempengaruhi terjadinya 

hubungan luar nikah. Kalau ada laki-laki dan perempuan yang sama-sama jatuh cinta, 

pada umumnya mereka sering “lupa daratan”. 

b. Mau sama mau 

Dalam faktor ini sepasag manusia yang berlainanvjenis itu hanya sebataskarena 

mereka salingvtertarik saja bukan karena cinta. Mereka mauvmelakukan hubungan 

tersebut krena setela melihat lawan jenisnya seperti yang iacari atau idolonya. Bisa 

saja terjadi karena tertarik dengan keagahannya atau keayuanya atau badanya yang 

bagus. 

c. Penyaluranvtuntutanvbiologis 

Faktorvlain yang mendorongvterjadinya hbngan di luar nikahvadalah untuk 

penyaluranvkebutuhan biologis. Halvini sering terjadi dikalanganvremaja, 

karenavada tuntutan dalamvdirinya untuk berhubungan dengan lawan jenisnya. 

d. Mencari kepuasaan 

Dalam faktorvini pada umumnya berlatarvbelakang dari kehidupanvrumah tangga 

bermasalah. Terutama ada hambatan dalamvmelakukan hubunganvsuami istri. 

e. Ekonomi 

Adanya kemiskinan, sulit mendapatkan pekerjaan, kemampuan atau keterampilan 

tidak punya sedangkan orang setiap hari mmerlukn biaya hidup. Disamping itu 

orang rela hidup besama tanpa nikah juga disebabkan karena ketiadaan biaya untuk 

melakukan perkawinan, bukan tidak mau kawin. 

f. Paksaan 

Faktor ini biasannya terjadi terhadap orang perempuan yang mendapatkan paksaan dari 

orang lain, apakah oleh orang tuanya (dijual, atau oleh orang tidak dikenalnya (melalui 

perkosaan, misalnya). Jarang terjadi pada seorang laki-laki. 

Istilahvperkawinan perempuan hamilvadalah seorang permpuaan yang sedang hamil 

akibatvzina dengan seorangVlaki-lakisedangkan dia tidakvdalam statusvnikah atau masa 

iddahvkarena perkawinan yangvsah dengan laki-laki yang mengakibatkanvkehamilannya. 

Dalam pengertianvlain yaitu perkawinanvperempuan hamil adalahvperkawinanvseorang 

perempuanvyang sedang hamil denganvlaki-laki yang meghamiliny maupun yang tidak 

penyebabvakan kehamilannyavtersebut.  

Mengani kasusu perkawinan perempuan hamil Undang-Unang No1 tahun 1974 tentang 

Perkawinanvtidak mengaturvsecara rincivmengnai kasus tersebut. Hanya dijelaskan dalam 
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Pasal 6 dan 7 tentang syarat-syaratKsahnya perkawinan. sedangkan dalam Kompilasi Hukum 

Islam dijelaskan dalam Pasal 53 yang dijelaskan bahwa boleh melangsungkan perkawinan 

perempuan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya, namun pasal tersebut juga tidak 

menjelaskan jika dikawinkan dengn laki-laki yang bukan menjadi penyebab kehamilan 

tersebut.  Mengenai perkawinan dengan laki-laki yang bukan penyebab dari kehamilan 

tersebut ada beberapa pendapatVpara ulama. Imam Syafi’i dan Abu Hanifah mereka 

berpendapat boleh mengawinkan perempuan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya 

maupun yang bukan mengahimilinya, sdangkan menurut pendapat Imam Malik dan Ahmad 

mereka mengatakan bahwa perkawinan perempuan zina dengan laki-laki yang bukan 

menzinahinya tidak sah dan tidak boleh digauli.  

Dalam kasusu tersebut akan menimbulkan akibat nantinya kepada anak yang dilahirkan 

dari perawinan tersebut. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyatakan anak sah 

adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sha. Hal tersebut 

juga senada dengan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang 

lahir dalam ikata perkawinan yang sah.  

Asal-usul anak mempunyai kedudukanVyang sangat penting bagi kehidupan manusia. 

Karena dengan penetapan dapat diketahui hunbungan nasab antara anak dan ayahnya. 

Hubungan keperdataan anak dengan ayahnya hanya terjadi jika anak tersebut adalah anak 

yang sah, anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Karena 

kedudukan anak mempunyai arti yang sangat pending dalam penerus kturnan, maka anak 

harus memperhatikan sejarah trah (keturunan) dalam melakukan untuk meneruskan misi 

yang diembahnya.1 

 

2. Rumusan Masalah  

Mengacu pada latar belakang yangXtelah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam penilitian ini adalah :  

1. Bagaimana status hukum perkawinanIperempuan hamilVdalam Hukum islam dan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ? 

2. Bagaimana status anak yang dilahirkan dari perkawinan perempuan hamil dalam 

Hukum islam daniUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?  

 

3. Metode Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum 

normatif, yaitu penelitian hukum dalam menyelesaikan masalah, mempelajari dan 

memahami teori-teori hukum serta mencari informasi melalui studi kepustakaan, yaitu 

penulusuran bahan hukum sekunder baik dalam bentuk buku-buku, literatur-literatur 

maupun perundang-undangan.2 

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode penelitian, yaitu pendekatan 

perundang-undangan (statue approach) digunakan guna mengkaji lebih lanjut mengenai 

dasar hukum legal issue yang akan diteliti dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach) digunakanVuntuk mengkaji dan menganalisis kerangka berfikir.3 Sumber dan 

jenis bahan hukum dalam peneliian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum 

                                                           
       1 A.M.St. Zainudin, Anak dan Lingkungan Menurut Pandangan Islam, CV. Andes Utama Prima,1994.h. 19. 
       2 Soejono Soekanto dan Sripamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat,cet IV, Raja 
Grafindro Persada, Jakarta, 1994, h.23. 
       3 Peter Mahmud,Penelitian Hukum Edisi Revisi, Renada Media, 2005, h.133-136. 
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sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukumnya 

yakni dengan cara melakukan penelitian kepustakaan. Teknik analisisVbahan hukum 

dalam penelitian ini adalah metode deduktif. 

 

B. Pembahasan  

1. Status Hukum Perkawinan Perempuan Hamil Menurut UU Perkawinan dan KHI.  

Perkawinan perempuan hamil dalam kehidupan masyarakat masih dianggap tabu ada 

juga masyarakat yang menganggp hal tersebut sduah biasa, karena saking banyaknya 

kasus terjadinya perkawinan mempelai perempuan dalam keadaan hamil. Hamil diluar 

perkawinan merupakan dianggap zina dalam hukum islam, dan zina diharamkan apalagi 

lagi zina mendekati zinapun dalam hukum Islam melarang itu. 

Kawin hamil adalahvkawin dengan seorangvperempuan dengan keadaan hamil 

dikawinkan denganvlaki-laki yangVmenjadi penyebab kehamilan tersbut, maupun dengan 

laki-laki yang bukan menjadi penyebab kehamilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan secara khususktidak mengatur mengenaibperkawinan perempuan 

hamil, namunbdalam undang-undang perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa 

perkawinan adalah sah apabila dilakukanvmenurut hukum masing-masing agmnya dan 

kepercayaannya itu. Sedangkan dalam Pasal 6 BW, perkawinan  adalahbpertalian yang sah 

antara seorang laki-lakidan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang 

memandangvperkawinannhanya hubungan keperdataan, demikian Pasal tersebut hendak 

menyatakanvbahwa suatu perkawinan yang sahohanyalah perkawinan yang memenuhi 

syarat-syarat yang diterapkanbdalam Kitab Undang-Undang Perdata. Menurut Pasal 4 

KHI menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam 

sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangvPerkawinan. 

Dari rumusan maslaha yang terdapat dalam Pasal 4 KHI tersebut, syarat sahnya 

perkawinan itu jika dan hanya jika perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama 

masing-masing . orang yang beragama Islam harus bdsarkan aturan dan tata cara 

perkawinan yang berasal dari aama Islam. orang yang beragama non Islam (selain Islam) 

juga harusVbedasarkan aturan dan tata cara yang ebrasal dari agama dan kepercayaanya. 

Apabila menyalahi ketentuan hal tersebut perkawinan tersebut adalah batal tidak sah, 

sehingga hubungan yang terjadi antaravlaki-laki dan perempuan yangvmelangsungkan 

perkawinan tersebutvbukanvsebagai hubunganvsuami isteri, tetapi zina. 

Hukum Perkawinan bersifatvkondisional, artinya berubah menurut situasi dan 

kondisi seseorang dan lingkungannya, diantaranya : 

a. Wajib yaitu bagi yangbmemilikibkemampuan memberikanbnafkahbdanbada 

kemampuan memberikan nafkah dan ada kekhawatiran akan terjurumusbkepada 

perbuatanvzina bila tidak segeravmelangsungkan perkawinan. 

b. Sunnah, yaitu apabilaveseorangvtelahvberkeinginan untukvmenikah sertavmemiliki 

kemampuanvuntukbmemberikanvnafkah lahirvmaupunbbatin. 

c. Haram, yaitubapabila motivasibuntuk menikah karena adabunsur niat jahat, seperti 

untukbmenyakiti istrinya, keluarganya, serta niat-niatbjahat lainnya. 

d. Makruh, yaiubagi yang idak mampu memberikanvnafkahvdan memenuhivkewajiban 

suamivistri denganvbaik. 
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e. Jaiz, artinya boleh kawin dan boleh juga tidak, jaiz ini merupakan hukum dasar dari 

pernikahan. Perbedaan situasi dan kondisi serta motif yang mendorong terjadinya 

pernikahan menyebabkan adanya hukum nikah tersebut. 4 

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci mengenaivperkawinan 

perempuanvhamil dengan laki-laki yangvbukan menghamilinyavtersebut. Hanya saja 

dalam KHI menyatakan bahwa perkawinan perempuan hamil hanya dgan laki-laki yang 

menghaamilnya tidak memberikan peluangvkepada laki-lakivyang bukan menjadi sebab 

terjadinya kehamilan tersebut. Pelaranganvyang tidak mmbolehkn seorang laki-laki untuk 

menikahvdengan dengan perempuanvhamil,vsedangkan iabukan laki-lakivyang 

menghamilinyavadalah tepat. Hal tersebut dikarenakan kejadian atau perbuatan tersebut 

diperbolehkan, dan memberikan peluang kepada orang yang ingin menyalurkan hawa 

nafsunya tersebut. 

Menurut Muhammad Yahya Harahapvmenyatakan susatu yang perlu di catat 

sehubungan dengan perempuan hamil. Dalam Kompilasi Hukum Islamvsengaja 

dirumuskanvdengan singkatvdan agak bersifatvumum.artinya memberikankeluasan bagi 

pengadilan ntuk mencarivdanvmenemukanmasas-asas baru danvkontruksi yangvlebih 

aktual danvrasional.5 

Dalam hal tersebut yang perlu diingat adalah bahwa Pasal 53 KHI ini diterapkan 

hanya bagi perempuan hamil yang pada saatvkehamilannya itu si perempuanvtersebut 

tidak beradavdalam ikatanvperkawinan dengan seorangvlelaki manapun, baik statatusnya 

masih perawan ataupun janda yang telahkhabis masa iddahnya. Dengan demikian 

kehadian tersebut dipastikan adalah karena zina ataupun diperkosa. Jika yang hamil 

adalah perempuan yang sedang terikat tali perkawinan dengan laki-laki tidak lain adalah 

suaminya, maka Pasal 53 tidak dapat diberlakukan wlaupun kehamilan tersebut akibat 

zina dengan laki-laki lain bukanSdengan suaminya.  

Karena dalam kasus perempuan hamil memiliki macam-macam permepuan hamil 

sebagai berikut : 

1. Perempuan Hamil yang sedang bersuami 

Perempuan hamil tidakjboleh menikah sama sekali karena dia mempunyai suami, dan 

agama islam melarangnkeras adanya poliandri, yaitu seorang istrivbersuami lebih 

dari satu. 

2. Perempuan hamil yang telah diceraikan oleh suaminya 

Perempuanbhamil ini boleh dinikahi oleh laki-laki lain asal iddahnya sudah selesai 

yaitu sampai ia melahirkanvanaknya, meskipun dalamvbeberapa hari saja. 

3. Permpuan hamil yang yang ditinggal mati suaminya 

Madzab empat berpendapat bahwa iddah bagi perempuan hamil yang ditinggal mati 

suaminya adalah sampai dia melahirkan bayinya. Sekalipun hanya beberapa saat dia 

ditinggal mati oleh suaminya, dia sudah boleh menikah lagi sesudah lepas 

kehamilannya. 

4. Perempuan hamil yang diakibatkan karena wati syubhat. 

                                                           
       4 Sumiati, Hukum Perkawinan islam dan Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974, penerbit 
liberty,Yogyakarta, 1982,  h 21.  
       5 M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Perdalian Agama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, 
h.42. 
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Imam Maliki, Hanafi, dan Imamiyah berpendapat bahwa perempuan hamil yang 

dicampuri secara syubhat, maka iddahnya sampai ia melahirkan. 

5. Perempuan hamil akibat zina.6 

Mengenai perkaiwnan perempuanbhamil dikalangan para ulama mereka memiliki 

perbedaan pendapat, menurut Imam Syafi’i dan Hanafi mereka menyatakan boleh 

mengawini perempuan hamil dengan laki-lakibyang menghamilinya maupunbyangbbukan 

menghamilinya. Berikut alasan Imam Syafi’i dan Hanafibmembolehkan perkawinan 

perempuanbhamil qur’an Surat AN-Nisa ayat 23-24. 

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-

saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu 

yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak 

perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara 

perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu 

dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah 

kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak 

kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, 

kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak 

yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan 

dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk 

dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara 

mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan 

tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah 

menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS An-Nisa’: 

23-24). 

Berdasarkan ayat tersebut dapat kita pahami bahwaVperempuanvhamil yang 

disebabkanvoleh zinavboleh dikawinivkarena termasukSperempuanvyang tidak bersami. 

Sementaravitu, alasan Abu Hanifah dalamvpendapatnya adalahvsama dengan yang 

dikemukakanvolehvImamvSyafi’ivbahwavboleh menikahivperempuan hamil yang 

disebabkan oleh zina, namun tidakvboleh menggaulinya sampai ia mlhirkan dan sama 

denganvalasan yang dikmkakan oleh Imam Malik danvImam Ahmad Ibn Hanbal. 

Sedangkan menurut Ulama Maliki dan Hambali mereka mereka menyatakan bahwa 

tidak boleh mengawini perempuan hamil akibat zina dengan laki-laki yang bukan 

menzinahinya. Menurut Madzab Hambali juga, perempuan pezina baik ia hamil atau tidak, 

tidak boleh dikawini oleh laki-laki yangvmengetahui keadaanya itu, kecuali dengan syarat : 

1) Telahvhabis masaiddahnya, tiga kali haid. Namun jika iavhamil maka iddahnyahabis 

dengan melahirkanvanaknya, dan belum boleh mengawininyavsebelum habis masa 

iiddahnya itu. 

2) Telahvbertaubat perempuan ituvdaripperbuatan maksiatnya, dan jika iavbelum 

bertaubat,vmaka ia tidakvboleh mengawiininya.7 

Sedangkanbmenurut Imam Nawawi menyatakan bahwabperempuan yangbsedang 

dalamvkeadaannhamil daribhasilvperbuatan zina a tidak boleh dinikahi. “Jika ada seorang 

perempuanbyang berzina tidakbdiharamkan atas laki-laki itubuntuk menikahinya. Firman 

                                                           
       6 S. Siswanto, http://eprints.stainkudus.ac.id/2096/11/FILE%205%20BAB%20IIII.pdf, 21 Desember 2018, 18:48 
WIB.  
       7 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,  h.43. 
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Allah swt: (dan dihalalkan bagi kamuVyang demikianJitu) serta hadistJyang diriwayatkan 

oleh Aisyah r.a, bahwa Nabi SAW pernah ditanya olehseorang laki-laki ia berzinaJdengan 

perempuanJmaka ia ingin menikahi perempuan itu atau anakJperempuannya, maka Rasul 

menjawab : ( tidaklah yang haram itu mengharamkanJyang halal, sesungguhnya yang 

diharamkan ituJbukan karenaJnikahnya). Jika wanita pezina tersebutJdatang dengan 

membawavanak perempuanya, lalu Imam asy-syafii yang dirahmati Allah mengatakan : 

makhruh apabila ada yang menikahivwanita tersebut, jika tetappingin menikahinyavmaka 

pernkhanya tidakvbatal.”8 

Pendapatvulama tersebut beranggapanJbahwa perempuan yang hamil dari hasil 

perzinahanvtidak dikenakan ketentuan-ketentuanJhukum yangJsebagaimana ditentukan 

pada perkawinan yang sah menurut syariat. SedangkanJtujuan dariJiddah adalah untuk 

menjaga kesucianVnasab dan menghargai sperma.Akan tetapi dalam masalah iniJsperma 

dari si pezina laki-laki tidakVdihargai dan kehamilan yangVterjadi di luar perkawinan 

nasabnya kepadaJibunya. 

SedangkanVmenurut Ibnu Qudamah yang merupakan salahsatu pengikutvulama 

Madzab Hambali menyatakan hukumvperkawinan perempuan hamil karena zinaJtidak 

bolehVdilakukan saat perempuan tersebut dalamJkeadaan hamil. Karena menurut Ibnu 

QuddamahJbahwa perempuan yangbtelah melakukanVpersetubuhan di luarbperkawinan 

akanJtetapi iauharus menjalaniJmasaviddah. 

Pendapat yangJdikemukakan olehVIbnu Quddamah dima perempuan hamilJkarena 

zina tetapJmenjalani massa iddah dan tidaksah aqadnyaVapabila dilakukan perkawinan 

atasnya sebelum ia melahirkan. Dengan dasar hadist dari Abi Sai’d Al-Khudri bahwa 

Rosulullah SAW bersabda : “tidak boleh diaguli yang sedang hamilVsampai ia melahirkan, 

dan tidak boleh digauli yang tidak hamil sampai dia beristibra’ dengan satu kali haid”.9 

MerekaJmengatakn bahwa prmpuan yang hamilJdari hubunganJdengan laki-laki lainJdi luar 

nikah,Jmaka haramJmenikahinya sebagaimana haram menikahi perempuanvhamil lainnya, 

karenavhamil itu mencegah bersetubuhan, maka mencegah aqad nikah, sebagaimana hamil 

adavnasabnya, dan setelah iaJmenjalani masaViddah, sebelum iaVmelakukan akad niakh 

maka ia harus bersungguh-sungguh untukmbertaubat dari perbuatanVdosa yang telahia 

perbuat. 

PendapatVyangJdikemukakan oleh Ibnu Quddamah dimaJperempuan hamilJkarena 

zinaJtetap menjalani massa iddah dan tidak sah aqadnya apabila dilakukan perkawinan 

atasnya sebelum ia melahirkan. Dengan dasar hadist dari Abi Sai’d Al-Khudri bahwa 

Rosulullah SAW bersabda : “tidak boleh diaguli yang sedang hamil sampai ia melahirkan, 

dan tidak boleh digauli yang tidak hamil sampai dia beristibra’ dengan satu kali haid”. 

Merka mengatakn bahwaJperempuan yangJhamil dari hubungan denganlaki-laki lain 

di luarJnikah, maka haramJmenikahinya sbgaimna haram menikahiJperempuan hamil 

lainnya, karena hamil ituvmencegah bersetubuhan, maka mencegah aqad nikah, 

sebagaimanaVhamil adaVnasabnya, dan setelah ia menjalani masaiddah, sebelum ia 

melkukann akad niakh maka ia harusnbersungguh-sungguh untuk bertaubatFdari 

perbuatanJdosa yang telahFiaFperbuat. 

                                                           
       8 Armauli Rangkuti dan Rezni Syafitri, Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Pendapat Imam An-
Nawai dan Ibnu Quddamah, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2017,h.55. 
       9 Huzaemah T. Yanggo, Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Pustaka Firdaus, Jakarta, 
1994, h.61. 
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Penjelasan ulama mengenai perkawinan perempuan hamil pernyataan yang tegasdari  

Imam Malik dan Ahmad ibn Hambal bila ditinjauvdari segi tegaknyaohukum, memang 

cukupvpositif, karena baik laki-laki maupun perempuan lebih berhati-hati dalam pergaulan, 

baikvmuda mudipmaupun orang tuavsupaya mengawasi putra-putrimereka. Laki-laki dan 

perempuanvyan terlanjur melakukan zina sampaivhamil memang dikorbankanvakan tetapi 

memikirkanvdan mmelihara kemaslahatanvorang banyak lebih diutamakn daripada orang-

perorangan. Biarlahvsatu orang menjadivkorban, sementaravmasyarakat banyakvterjaga 

dengan baik, dan biarlahhkasusnya menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat luas. 

Dari penjelasan diatas peneliti lebih memilih pendapat dari Imam Syafi’i karena 

pendapat Imam Syafi’i yang lebih argumentatif. Dipandang dari segi kemaslahatan, 

tampaknya pendapat Imam Syafi’i lebih mendekati padapmaslahat karena dengan 

perkawinan dua orang berzina tadi,perbuatan zinapkeduanya tidak akan berlangsung terus, 

anak yan ada dalam kandungan harus mendapat kejelasan masa depan. 

Perzinaan yag terjadi antar seorangvperempun tidakvdapat membawa akibat adanya 

hurmatul mushabaroh (halanganvperkawinan) antar seorangvlaki-laki pezina dengan ibu, ibu 

tiri, anakbkandug,anak tiri,bagi parabpezina dalam statusbkemuhriman sama saja 

denganvorang-orang yang masihvbujang, yakni merekabdiharamkan kawinbdengan 

muhrim karenavnasabv(pertalian darah) dannmuhrim karenabpertalian susuan 

Dapat disimpulkan bahwa dari pendapat ulama yang membolehkan adanya kawin 

hamil antara perempuan hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya disimpulkan 

bahwa perempuan yang hamil tersebut bukanlahvtermasuk salah satu macamperempuan 

yang dilarang untuk dikawini dimana yang telah dinyatakan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa 

ayat 23-23. Dijelaskan pula dalam Surat An-Nur ayat 3 menyatakan bahwa laki-laki yang 

berzina tidak mengawini mlainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; 

dan perempuan yang tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang 

musyrik, danvyang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin”. Ayat tersebut 

dipahami bukan sebagai bentuk larangan terhadapvperempuanvhamil akibat zina untuk 

dikawinkanvdengan laki-lakivyang tidak menghamiilinya, namun dari segi pantas atau tidak 

pantas, tidak pantas seorang laki-lakipbaik-baik mengawini perempuan yangtelah berzina 

atauvsebaliknya. Diharapkan laki-laki yang baikmaupun perempuan yang baik-baik itu 

kawin dengan perempuan atau laki-laki yang baik pula karena derajat diantarapkeduanya 

adalah sama. 

2. Status Anak Dari Perkawinan Perempuan Hamil 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan secara 

rinci tentang Pengakuan anak diluar kawin. Hanya dijelaskan bahwa anak luar kawin adalah 

anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah dan ia hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibu yangpmelahirkannya atau keluarga ibunya. Dalam Undang-Undang 

Perawinanpmengatur tentang kedudukan anak yangvterdapat dalam Pasal 42-44, Pasal 42 

menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam aau sebagai akibat 

perkawinan yang sah. 

Dari bunyibpasal diatas dapat dimengerti bahwasanya status anak yangbmempunyai 

prlidugan hukum perdata adala anak yangvdilahirkan dalam atau sebgai akibat perkawinan 

yang sahbdengan tidakvditekankanbkembali siapa sebenarnya ayahbbiologissi anakvtersebut, 

hanya saja anak tersebut harus dapatVpengakuan oleh si ayahnya. Sedangkan status anak 

yangpdilahirkanVdiluar perkawinanbhanya mempunyai hubungan perdata denganbibunya 

dan keluarga ibunya saja, sehinggavanak tersebut tidak dapatvperlindunganvhukum 
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untukJhubunganvperdataodengan siJayah keculi ada keputusanFlain dariFpengadilan degan 

prmintaan pihakFyang berkempentingan terlebih dahuluvsebelumnya.  

Dan yang dimaksud dalam Pasal 42 dan 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan 

hanyalah untukvmenafikkan statusanak yang lahir akibatvhubunganFzina atau karenaFstatus 

li’anvsemata. Sebab kalau melihat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, 

secara tegasmenyatakan kalau keabsahan perkawinanvditentukanvoleh agama dan 

kepercayaan masing-masing agama.10 Dengan dmnkiianvsah atau tidaknyavsuatuperkawinan 

yangvnantinya akanberimplikasi pada status anak sagatt tergatungvpada terpnuhiinya syarat 

dan rukun perkawinan mnrut syariat Islam. Artinya sepanjang syarat danrukun suatu 

perkawinan terpenuhi, maka prkawinan tersebut sahsecara hukum. Otomatis status anak 

yang lahirdari perkawinanFtersebut jugasah secara hukum dan berhak dnasabkaan kepad 

bapaknya, mereka salingFmewarisi dan bpakny juga sebagai walii. 

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seseorang perempuan, sedangkan 

perempuan itutidak berada dalm ikataan perkawinan yangsah dengan pria yang 

menyetubuhinya. Mengenai julukan bagi anak zina sudah melekat sejakdahulu dimasyarakat. 

TidakFbegitu jelas juukaan ini pertama munculFdi masyarakat, tetapi yang jelas apapun 

nama, julukan dan predikat anak zina, secara hukum ia tetap sebagai anak yang bersih dan 

suci. Dalam Surat An-Najm ayat 38 yang artinya “bahwasanya seseorang tidak akan memikul 

dosa orang lain”. Dari surt trsbt dapat kita lihat anak zina harus diperlkuukan secara 

manusiiawi, diberii pendidkan, danketerampilan yang bergunaVuntuk bekal hidupnya 

dimsarakat nanti.  

SetiapFbayi tanpa keculi, termasuk yang lahirJdalam kasus perzinahan, perselingkuhan, 

dandalam kondiIsi normal tetp dalam kondisiFbersih suci tanpa dosa sediIkitpun. Apalagi 

menggung beban dosa keduaForangtuanya yang terlibat dalam kasus hubnganFterlarang. Jika 

anakFzina diangap anak bersih dan suci, maka anak yang lahiir dalam kasus nikahdibawah 

tangan, nikah sirih, dan dalam berbagaiFbentuk perkawinan apapun tentu sajaharus lebih 

ditekankan keftraan danFkebersihannya. 11 

Dalam Kompilasi Hukum Islam selainVdijelaskan tentang anak sah (anak yang 

dlahiirkan dalamVikatan perkawinan yang sah), sbgaimana yang dicantumkan dalam Pasal 

99 Kompilasi Hukum Islam yng menyatakan bahwa anak yang sah : 

1. Anak yang dilahirkanaakibat perkawinan yang sah. 

2. Hasil pembuahan suami istri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut 

KHI berpendapat bahwa anak yangFsah adalah anak yang dilahiirkan dari 

perkawinanVyangFsah, walaupun akad nikahnya dilaksanakan dalam keadaan si wanita 

sedang hamil di luar nikaasalkan lelaki yang menikahinya adalahFlelaki yang 

menghamilinya. KetentuanFini bedasarkan ksepktan paraFulama fikih bahwa nasabFseorang 

anakFitu dapat terbentukdan dihubungkan dengan ayahny melalui akadVnikah yang sah, 

dimana akad niIkah yang sah itu menjadiVsatu-satunya indkator sehinggaVperkawinan itu 

dianggapVperkawinan yangsah. 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak menjelaskan tentang pengakuan anak 

secara rinci dan lengkap.Senada denganVyang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan dalam beberapa pasal tentang keddukan tentang 

                                                           
       10 Busman Edyar, 2016, Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya 
Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan, Al Istinbath Volume 1 Nomor 2, h.10. 
       11 Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, Amzah,  Jakarta, 2013, h.125. 
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anak di luar perkawinan.Dalam Pasal 100 disebutkan bahwa anak yang lahir diluar 

perkawinan hanya mempunyaiFibunya dan keluargaVibunya. selanjutnya dalam Pasal 101 

dijelaskan bahwa seorang suami yang mengingkari sahnya anakVsedangkan istriVtidak 

menyangkalnyaVdapat menanguhkanVpengingkarannya denganVli’an. Kemudian dalam 

Pasal 102 ayat 1 dikemukkan bahwabsuami yang mengigkari seorangVanak yang lahirVdari 

istrinyaVdapatFmengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangkaFwaktu 180 

hari sesudah hariFakhirnya atau 360 hariVsesudah putusnyaFprkawinan atauFsetelahFsuami 

itu mengetahuiFbahwa istrinyaFmelahirkan anakFdan berada di tempatJyang memungkinkan 

diaFmengajukan perkaranyaFkepada Pengadilan Agama, dalam ayat (2) ditetapkan bahwa 

pengingkaran yangvdiajukanFsesudah lampau waktuFtersebut tidak dapatFditerima.  

Pasal-pasal didalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga 

menjelaskan asal-usul seoranganak hanya dapat dibuktikanFdengan akta kelahiranFyang 

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bila akta kelahiranFtidak adaJpengadilan agama 

dapatFmegeluarkan penetapanFasal-usul seoranganak setelah diadakaan pemeriksaan secara 

teliti berdasarka bukti-buktii yang memenuhiFsyarat diatas.12 DasarFkeputusan Pengadilan 

Agama terebut adalah instansi pencatat klahiran yang adaFdalam daerah hukum Pengadilan 

AgamaFyang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiranFbagi anak yng bersangkutan (Pasal 

55 Undang-Undang No.1 Tahun 1974). 

Menurut islam setiap anak mempunya hubungan eratFdengan ibunya danFbapaknya. 

Apabila salahFsatu meninggal, maka yangFlain menjadiFahli warisnya. Para ulama sepakat 

bahwaFanak yangJlahir karenaFzina hanyaFmempunyai nasabVkepada ibunya. tetapi 

menurutVulama mahzab berbeda, yang pertamaFmenurut Mazhab Hanafi, jikaVistri 

melahirkanVanaknya dalammasa kurang dariVdua tahun, dihitungVdari tanggal prpisahan 

denganVsuaminya, karena mas hamil yang palingVlama adalah duaVtahun, kalau 

perempuan itu melahirkan anaknya setelahJberlalu dua tahun atau lebih dari tanggal 

perpisahan denganVsuaminya, baik perpisahan karenaVthalaq batin (thalaq tiga), atau suami 

meningal, maka anakVyang dilahirkannya itutidak jelas diakuii hubungannya dengan 

suaminyavitu. Karena yakin, bahwa anakitu terjadi setelah berakhirnya prkawinan 

perempuanvitu denganvsuaminya tadi, karena anak itu vahir setelah lewat duavtahun atau 

lebih darivtanggal perpisahannya degn suaminya. Dan hanya mempunyaiJhubungan dengan 

ibunya saja dari keluarga ibunya. Yangvkedua yaitu menurut Imam Abu Hanifah. 

Berpendapat bahwa perempuanvyang melahirkan ituvdianggap dalam ranjangvsuaminya. 

Oleh karena ituvanak yang dilahirka kawasannya dapatvdipertalikan kepadaFbapak sebagai 

anakVsah apabila anakVtersebut lahir setelahVwaktu enam bulan sejakvperkawinanya. Abu 

Hanifah melihatvmasalah ini dari tinjauanvyuridis formal bulanvdari segi hubunganvsuami 

istri. 

 Ketiga menrut Menurutvpandangan Imam Syafi’i dan Imam Maliki ialah jika 

seseorangaki-laki mengawini seorangvperempuan belumvpernah dikumpuli atauvsudah 

pernah dikumpuli, makabila dalam waktu kurangvdari enam bulan dari padavaqad 

perkawinanvdan bukan terhitung darivmasa perkumpulnya makavanak yang dilahirkan itu 

tidak dapatvdipertalikan nasab/garis keturunannyavkepada laki-laki yg menyebabkan 

mengandung.vPerhitungan enamvbulan ituvdimulai dariJwaktuvberkumpul bukan 

darivaqad nikah. Masalah perbedaan perdapatvini hanya terletah pada persetubuhanvdan 

                                                           
       12 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan,Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2004, 
h.289 
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pernikahan yng menjadi pilihanvalternativ pedoman.vImam syafii dan Maliki melihat 

ialahvsebagai dasarvpenentuan, sedangkan Imam Abu Hanifah memilih aqadnikah yang 

menjadivrujukan. Dan masing-masing pihak sependapat bahwa batas menentukan keabsahan 

anakvitu mempunyai keturunanvterhadap bapaknya ialah bila anak itu lahir sesudah enam 

bulan terhitungvdari perkawinan kedua orang tuanya. 

Adapun anak dari hasil hubungan zina, maka setelah perkawinan kedua orang tuanya 

dapat ditetapkan dengan dua kemungkinan, yakni : 

1. Bila anak ersebut lahir 6 (enm) bulan lebih setelah perkawinan sah kedua orang 

tuanya, maka nasabnya adalah kepada suami yang telah mengawini ibunya itu. 

2. Bila anak tersebut lahir kurang 6 (enam) bulan setelah perkawinan sah kedua 

orang tuanya, maka nasab anak tersebut adalah kepada ibunya. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat jumhur ulama diantaranya Syekh Muhammad 

Zaid Al-Abyani yang myatakan bahwa batas minimal umur kandungan adalah 180 hari sma 

dengan 6 bulan. Para ulama mendasarkanJhukumnya dari perpaduan dua ayat, masing-masing 

Surat Al-Ahqoof ayat 15 dan Surat Luqman ayat 14.13 Menurut Surat Al-Ahqoof 15, waktu 

mengandung dan menyapihJadalah 30 bulan. Menurut Surat Al-Luqman 14, waktu menyapih 

itu adalah 24 bulan (2 tahun). Jadi waktu hamil minimal 6 bulan. 

Sesuaivdengan pernyataanvtersebut Abu HanifahJmenghitung jumlah 180 harivitu 

dari perkawinan,vbuka dari mulainya hubungan seksual diantarakedua orang tua biologisnya. 

Maka jik anak lahirvkurang dari 6 bulan, bila sivanak tersebutvlahir perempuan, jika ia nanti 

menikah makavwalinya bukan suamivibunya namun Wali Hakim. Tentu sajavanak tersebut 

secaravsyar’i tidak mendapatkan hakvwaris sebagai anak yang sahvdari suami ibunya itu bila 

nantivsuami ibunyavmeninggal duniadan meninggalkan harta warisan, terkecuali bilavyang 

meninggalvitu sblmna telah membuat pernyatan bahw aanak tersebut diakuivsebagai anaknya. 

Akan tetapivhubungan nasabvanak zinavdengan ayahnya tersebutvhanya sebatasvbahasaVdan 

tradisi.  

Bagaimana jika perempuan hamil inidinikahi olehvlaki-laki yang bukan 

menghamilinya? KompilasivHukum Islamvtidak mengaturnya. Untukvmenjawab masalahvini 

kita harusvmelihat pendapat dikalanganvulma. Pendapat yangJdianggap logisvdanvrasional 

adalahvyang dikemukakakn oleh Imam Muhammad al-Syaibani, yang mengatakan bahwa 

perkawinanvdengan perempuan hamil adalah sah tetapi haram baginya melakukan coitus, 

sampai anak yangJdikandung itu lahir. Pemikiran As-Syaibani tersebutJmenghndi pemisahan 

perkawinavhamil dengan anak yangvdiikandung, agar tidakvterjadi percampuran keturunan, 

makavbeliau mengharamkanvmlakukan hubungan badanvsebelum anakvlahir. dan jika 

sivanak lahir, makavlogikanya anak ituvadalah anak si ibuvyang melahirkan, dan tidakvada 

hubungan nasabvdengan laki-lakivyang menikahivibunya. 

Mengenaivanak yang lahir dari padanya, sepakatvulama Hukum Islam menetapkan 

bahwavstatus anak ituJtermasukvanak zina bila laki-laki yangvmengawininya bukan orang 

yangvmenghamilinya. Tetapi bila yang mengawini itu termasuk orang yangvmenghamilinya, 

maka terjadivdua macam pendapat diikangan Ulama Hukum, yaitu : 

a. Ada yang menetapkanvbahwa bayi itu termasuk anak zina, bila dikawini setelah 

kandungannyavberumur 4 bulann keatas dan bila kurng dari umr kandungan 

tersebut, makavbayi yang dlahirkanyavtermasuk anak suaminyayangsah. 

                                                           
       13 Ernik Isnaini, Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil Ditinjau Drai Hukum Islam 
Dan Hukum Perdata, Dosen Fakulta Hukum Universitas Islam Lamongan, Jurnal Independen Volume 2,h. 18. 
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b. Adavyang menetapkanvbahwa bilavibunya sudh hamiil, meskipun 

kadunganyavbaru beberapa hari, kemudianvdikawinivoleh orang yang 

menghamilinya, makavbayi yang dilahirkannya bukanvanak suaminya yang sah. 

Karenavkeberadaanya dalam kandunganvmendahului perkawinanvibunya, mka 

bayivtersebutvtermasukvanakvzina.14 

Dalamvhal ini sebagaimanavpara ahli hukum islamvsependapat dengan apavyang 

dikemukaka oleh Anwar al Amrusy yang menatakan bahwavtidak ada ketunggalanvhukum 

dalam soalvnasab, sebab hukum islamvsangatJmemerhatikan kemaslahatanvdan prlindungan 

terhadap anakvyang lahir secara sah, demikian jugavterhadap anak yangJlahir diluar nikah 

yangvpatut diberivperlindungan sebab anak tersebutvtidak berdosa, yang berdsa adalah 

kedua orangtunnya. 

Mengenai pengakuan anak KUH Perdata juga memingkinkan seorangvbapak melakukan 

pengakuanvanak pada saatvatau setelah perkawinan dilangsungkanvseperti yangvditetapkan 

dalam Pasal 273 yang menyatakan anakvyang dilahirkan dari orang tua, yang tanpa 

memperoleh dispensasivdari Pemerintah tidak boleh kawinvsatu sama lainnya, tidakvdapat 

disahkanvselain dengan cara mengakuivdalam akte perkawinan. 

Dala bentukvpengakuan anak dapat dituangkanvantara lain dalam aktavnotaris atau 

pada aktavkelahiran atauJakta yangvdibuat oleh Pejabat Catatan Sipil (diluar pengadilan). 

Atau dmgkinkan pula dengan Akta Perkawinan sendiri. Sekali lagi, pengakun anak tiidak 

dapat dilakukanJtanpavadanya persetujuan dari ibu yangvbersangkutan. 

Menurut Abdullah Ali Husein tidak setiap mukallaf dapat mengakuii seorang anaknya 

yang sah, melainkan harus berpegan kepada asas, yaitu: 

1. Adanyavstatus yang baik dari anakvtanpa ayah; 

2. Tidak ada ketungalan hukum dalam masalah nasab; 

3. Pengakuan itu diharapkanvdapat melindungi bagi yang lemah; 

4. Adanya laranan mengingkarivkembali pengakuannyang telahvdiberikan. 

Denganvasas ini hukumvIslam telah memberikanvpatokan terhadap masalah anaksah 

dalamvkehidupanvseseorang, shngga tidak terjadi hal-halvyang buruk dalam kehidupan 

seseorang. Menurut konsephukum Islam, pengakuannanak ada dua macam, yaituJpengakuan 

anakvuntuk diri sendiri dan pengakuanvanak untuk orangvlain, pada prinsipnyasama 

tujuannya. 

Mengenai pengakuan anak untuk diri sendiri, dalam hukum Islam dikenal beberapa 

syarat untuk melaksanakan pengakuan seorang anak bagi dirinya sendiri, yaitu: 

1. Orangvyang mengetahui anak haruslh seorang pria sebab tida ada bukti lainvmenurut 

hukum Islamuntuk membuktikan adanyavhubungan kebapaan, sedangkanvbagi 

wanita pembuktianvdapat dilaksanakan dengan menyatakan ia menandung dan 

melahiirkan anakvtersebut; 

2. Orangvyang mengakui anak itu hauslah orangvmukallaf, sedngkan pengakuanvorang 

gila, orang yangvdipaksakan, dn orang yangvbelum cukup unur tidak dapatvditerima; 

3. Anakvyang diakui iitu haruslah anakvyang tidak diketahuivnasabnya, tidakvsah 

pengakuan tehadap anakvyang sudah diketahuinasabnya, demikiian juga terhadap 

anak yangvtelah terbukti secara sah sebagai anak ziina atau tidak diakui sebelumnya 

denganvcara lain; 

                                                           
       14 Mahjuddin, Masail al Fiqh, Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam, Kalam Mulia, Jakarta, 2012,.h.63-64. 
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4. Pengakan ituvtidak disangkal oleh akalvsehat, misal umur anak yag diakuii lebih tua 

dari yangvmengakui, atau temapt tinggal mreka sangat jauh yag menurutvukuran 

biasavtidak mungkinvmereka mempunyaii hubungan ank atauvkebapaan; 

5. Pengkuan itu dibenarkanvoleh anak dewsa yangvdiakuinya, jika yang diakuiinya 

menyangkalvterhadap pengakuan itu, makabpria yang mengakui itu harus 

membuktikannya atauJanak yang yang diakui itu harus mengangkat sumpah kalau ia 

mau maka hubuungan nasab itu terbukti adanya.15 

Apabilavpengakuan anakvtelah dilaksanakn sesuai denganvsyarat-syarat sebagaimana 

tersebut diatas,vmaka anakvyang diakuivitumenjadivanak yang sah dan 

kedudukannyavadalah sama denganvkedudukan anak kandung. Dan apabilavseorang pria 

telahvmelaksanakan pengakuanvterhadap seorang anakvdengan menyatakanvbahwa ia 

adalah anaknya, maka pengakuanvtersebut tidakvboleh dicabutvkembali. 

Selanjutnyavyaitu pengakuanvanakvterhadaporang lain, pengakuanvini sering disebut 

juga pengakuan secaravtidak langsung. Menurut Ahmad Husni syarat-syaratvyang 

diperlukan dalamvpengakuanvanak secara tidakvlangsung adlah secara umum samavsaja 

dengan syarat-syarat yangvdiperlukan dalam pgkuan anakvuntuk diri sendiri, hanya i 

tambah dua poin lagi, yaitu; 

1. Orang yang dihubungkan nasab kepadanya membenarkan bahwa ia betul 

mempunyaivhubungan nasab dengan seseorang yang dihubungka nasabvkepadanya; 

2. Adanyaa saksi-saksi yangvmembenarkan pengkuan dari orangvyang dihungkan 

nasabvkepadanya dan saksi-saksii ini diperlukanvjika orang lain yag dihubingkan 

kepadanyavtidak membnarkan pengakuanvtersebut.16 

Apabilavsyarat-syarat pengakuanvanak baik untuk diri sendiri maupunvuntuk orang 

lain sudahvterpenuhi maka sahlah pgakuan tersebut secaravhukum. Demikian jugavapabila 

seorang laki-laki mengdknkan hubunganvseksual dengan seorangvperempuan uar nikah, 

kemudianvperempuanvtersebut hamil, lalu laki-lakivtersebut atau orangvlain yang bukan 

menghamilivperempuan itu menikahvdengan perempuan hamil tersebut, maka anak yang 

dilahirkan olehvwanita itu menjadi anak yang sah. Hal inivkarena karenavdisebabkan 

kesediaan laki-lakivtersebut menikahiJperempuan hamil tersebut,vberarti secara diam-diam 

ia telah mengakuivanak yang lahir dari perkawinan tersebut, kecualivlaki-laki tersebut 

mengingkarivdengan cara lain.  

Ketentuanvtersebut sejalan dengan hal yangbtersebut dalamJmazhab Syafi’i, dimana 

disebutkanvbahwa wanita hamil karena zina dapat saja dinikahivoleh laki-laki yang tidak 

menghamilinya dan sahvsebagai suami istri denganvsegala akiba hukumnya.demikianhjuga 

tentangvkdudukan anak yangvdilahirka  itunmenjadi anak sah dari suami istrii yang menikah 

itu meskipun bukan darivorang yangbmenghamili perempuantersebut. 

Mengenaii hubungan anak luarvkawin dengan keluargavayah yang mengakui, tetp 

berlaku asas pembatasan hubungan yang timbul akibat pengakuan yang dgunakan dalam 

BW, “ Hubungan hukum antarbanak luarvkawin denganJayah yangvmengakuinya bersifat 

terbatas, dalam arti hubungan tersebut hanya ad  antara anak luar kawin dengan ayah yang 

mengakui tiidak sampai meliputivhubungan hukum dengan anggota keluarga yang lain.  

Karena pada dasarnyaVpengakuan merupakan perbuatan sepihak yangvsukarela dilakukan 

                                                           
       15 Mochammad Nasichin, Desember 2016,Perkawinan Wanita Hamil Dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, Volume V. No.2, h.92. 
       16 Ibid., h.93.   
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oleh laki-laki terhadap anak luar kawin. Dari hal ini dapat kita analisa bahwa sangat tidak 

logis bila perbuatan yang dilakukan secara sepihak harus melibatkan pihak lain (keluarga 

laki-laki yang melakukan pengakuan). Sehingga dengan demikian pngakuan anak oleh 

ayahnya hanya memeberikanJakibat hukum pada ayahnya saja dan tidak memberikan akibat 

hukum kepada keluarga ayahnya.  

MenurutvFathi Ustman pemikiran mazhab Syafi’i ini lebih menitikberatkanvkepada 

manfaat dan mudharat bagiJsemua pihak, terutamavbagi anak yang lahirvdari hasil 

perbuatanvzina atau luar perkawinan. Tentang hal ini Asy Syatibi dalam kitab al Muwafaqad 

menyatakan bahwa manfaat dan mudharatvadalah merupakan hal yang nisbi, bukanvhaqiqi. 

Suatuvkeadaan yang mungkinvdianggap bermanfaatVdisuatuvwaktuvtertentu belum tentu 

bermanfaatvpada waktu yang lain, demikian juga bermanfaat pada dirivseseorang belum 

tentu bermanfaatvuntuk orang lain. Oleh karena itu, terserah kepada hakimvuntuk 

menetapkanmana yang yang lebihvbaik dan bermanfaat untukvsemua pihak, sehingga 

segalanyavdapat berjalan secaravbaik dan damai.Dengan demikianvhakim bebas mmutuskan 

soal tersebutvbaik dengan konsep Imam Syafi’i maupunvdengan konsep Imam Hanafi atau 

pendapatvyang lain asalkanvmembawa manfaat kepadavsemua pihak, tidak akan 

menimbulkanvmudharat para generasivselnjutnya. 

Mengenai pembatalan pengakuan Anak Luar Kawin, merupakan aspek yang ada 

pengaturannya baik dalam BW maupun Undang-Undang Perkawinan. Dalam BW hanya 

diberikan mekanismeJmempersalahkan pengakuan dan kedudukan hukum anak luar kawin 

melalui proses pengadilan sebagaimana dalam Pasal 286 BW, yang menyatakan bahwa “ 

terhadap hasil kedudukan hukum yang telah dicapai melalui tindakan-tindakan seperti 

tersebut diatas, setiap orang yang berkepentingan berhak untuk memepersalahkannya”. Dari 

ketentuan ini menunjukkan pengakuan anak luar kawin dapat dibatalkan oleh pihak yang 

berkepentingan. 

Dalam pembahasan ini akan dibagi menjadi dua jenis pembatalan pengakuan anak luar 

kawin yang dibedakan menurut jenis kebatalannya, yaitu : 

1. Pengakuan yang batal demi hukum 

2. Pengakuan yang dapat dibatalkan. 

Pembatalan ini dibedakan menjadi duauntuk memberika batasan serta mempermudah 

pihak yang berkepentingan dalm melakukan gugatan perdata yang berkaitan dengan 

kedudukan hukum anak luar kawin yang menjadi dasarVpengakuan anak yang dilakukan 

oleh ayahnya. Sehingga tidak mnmbulkan benturan dengan ketentuan hukum lainnya.  

Misalnya dalam masalah kecakapan (dewasa dalam bukum) dari laki-laki yang 

melakukan pengakuan anak luar kawin. 

1. Pengakuan batal demi hukum 

Pengakuan yang jenis kebatalannya adalah batal demi hukum antara lain : 

a. Laki-laki yang melakukan pengakuan dilarang kawin degan ibu anak luar kawin 

tersebut. 

Kategori ini dapat dibatalkan dengan jenis kebatalan demi hukum karena anak 

yang dilahirkan bukan anak luar kawin melainkan anak sumbang. Sehingga 

dengan demikianVtidak akan terjadi percampuran antara kedudukan hukum 

anak luar kawin dengan anak sumbang, walaupun kedua anak tersebut termasuk 

dalam golongan anak tidak sah. Apabila pengakuan sudah dilakukan maka 

pengakuan yang telah dilakukan adalah batal demi hukum. 
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b. Laki-laki yang melakukan pengakuan belum mencapai umur 19 tahun, kecuali 

laki-laki tersebut sudah menikah. 

Batas usia ini adalah batas usia perkawinan yang disyaratkan Pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang Perkawinan untuk seorang laki-laki. Karena dalam hukum 

perdata laki-lakiJtersebut belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, dan 

dia masih dibawah kuasa orang tuanya. Padahal bila kita lihat pengakuan harus 

dilakukan secara sepihak dan tidak ada paksaan (kecuali pengakuan terpaksa). 

c. Tanpa persetujuan ibu atau keluarga ibu anak luar kawin yang diakui. 

Prinsip ini merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 43 Undang-Undang 

Perkawinan yang sudahVmenjadi prinsip hukum keluarga tentang kedudukan 

hukum anak luar kawin. Ketentuan ini menujukkan pengakuan bukan tindakan 

sepihak lagi. Karena ibu danVkeluarga ibu anak luar kawin sekarang memiliki 

hubungan hukumVdengan anak tersebutsejak kelahiran anak itu. Sehingga segala 

tindakan hukum yang terjadi pada anak luar kawin termasuk pengakuanoleh 

ayahnya harus mendapat persetujuan ibu atau keluarga ibunya. Apabila 

pengakuan sudah terjadi tanpa persetujun ibu atau keluarga ibunya maka 

persetujuan itu batal demi hukum. Dalam perkara ini terdapat pmbedaan 

kedudukanvantara ibu dan keluarga ibu anak luar kawin. Persetujuan melakukan 

pengakuan oleh seorang laki-laki pada dasarnya harus dengan ijin ibu anakluar 

kawinctersebut. Tetapi seandainya ibu anak luarvkawin tersebut sudah mnggall 

dunia sebelum dilakuka pengakuan maka yang harus memberi izin adalah 

keluarga ibu anak luar kawin yang bersangkutan. Dengan demikianpengakuan 

oleh seorang laki-laki harus mendapat izin lebih dahulu dari ibu anak luar kawin 

itu selama ibu tersebut masih hidup. 

2. Pengakuan yang dapat dibatalkan 

Pada pembatalan ini dibedakan menurut pihak yang melakukan pembatalan yaitu: 

a. Adanya unsur ancaman atau penipuan 

Dalam hal ini yangVdapat membatalkan adalah laki-laki yang telah melakukan 

pengakuan dengan membuktikan pengakuan tersebut dilakukan karena adanya 

ancaman. 

b. Bertentangan dengan ketertiban umum. 

Dalam hal ini pembatalan dapat batalkan oleh jaksa karena bertentangan dengan 

ketertiban umum, misalnya perbedaan usia antara laki-laki yang melakukan 

pengakuan dengan anak luar kawin yangVsangat tidakvlogis (terlalu dekat). Dari 

hal ini perlu juga untuk memberikan jarak usia antara pihak yang mengaku 

dengan anak luar kawin seperti syarat jarak usia pengangkatan anak.  

Akibat hukum dari pengakuan anak luarkawin oleh ayah anak tersebut, pada dasarnya 

sama dengan akibat pengakuan anak luar kawin yang diatur dalam BW, yaitu : 

1. Lahirnya hubungan hukum antara pihak yang mengaku dengan anak luar kawin  

2. Adanya akibat hukumvyang sangat terbatas dengan keluarga pihak yang mengaku. 

Akibat hukum yang pertamaVmerupakan wujud dari tujuan pengakuan anak luar kawin. 

Dengan dilakukannya pengakuan oleh seorang aki-laki pada anak luar kawin, maka laki-laki 

tersebut memilikiJkedudukan yang sama dengan ibu anak luar kawin tersebut. Sehingga bila 

dikaitkan dengan pembahasan  

Dari penjabaran dan perdebatan-perdebatandiatas penulis berpendapat bahwa anak zina 

hanya memiliki hubungan keperdataan denganbu dan keluarganya ibunya, walaupun laki-



17 
 

laki yang menyebabkan kehamilan tersebut telah mengakui adanya anak tersebut. Karena 

pada dasarnyavanak tersebut tetaplah anak dari hbungan yangvtidak sah. 

MenurutvJumhur Ulama anakvtersebut hanya dinasabkan kevibunya sekalipun ada 

pengakuan darivlaki-laki yang menzinahinya. Hal ini akanvmendorongterbukanya pintu 

zina, padahal kitavdiperintahkan untukvmenutup pintu yangvmengantarkan kitavpada 

keharaaman.17 Meskipun demikian tetaplah anak tersebut harus diberikan perlindungan 

hukum seperti memberikanvnafkah serta memberikan bagian peninggalannya melaluivhibah 

wasiat. 

Meskipunvdemikianvanak tersebutvboleh memperolehvhaknya, akan tetapivbukan 

waris,vmisalnya berupavhibah danvsedekah, dikarenakanvanak tersebutvdianggap anak 

vuar kawin yang hanyavmemiliki hubunganvperdata denganvibu dan keluarg ibunyavsaja. 18 

 

 

C. Kesimpulan  

1. Status perkawinan perempuan hamil menurut Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum 

Islam adalahvsah apabila yang menikahinyavadalah laki-lakivyang menghamilinya. 

Sedangkan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak 

menjelaskan secara rinci mengenai perkawinan perempuan hamil. Namun dalam 

Ulama Mahzab, menurut adaulama yang myatakan perkawinan tersebut sah dan boleh 

menikahi denganlaki-laki yangvmenghamilinya maupunvyang bukan darivpenyebab 

kehamilannya, sedangkanVmenurut ulama yang lain mnytakan perempuan yang 

hamil diluar nikah tidak bleh dikawinkan olehvlaki-laki yang menghamilinya bahkan 

tidak boleh juga dikawnkn dengan laki-laki yangJmengetahui kehamilan tersebut. 

Kecualiperempuan tersebut telah habis masa iddahnya dan telah bertaubat. Secara 

umumvdapat dsimpulkan bahwa perkawinanvperempuan hamil tersebutvadalah sah 

denganvsyarat telah habis masaviddahnya dan telah ertaubat. 

2. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan “anak yang sah 

adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” dalam 

rumusan tersebut anak dariperkawinan perempuan hamil dianggap sebagai anak sah. 

Dan anak sah memliki nasab/hubungan keperdataan  kepada kedua orangtuanya. Jadi 

dapat dikatakan bahwa anakzina menurut Undang-Undang Perkawinan adalah tetap 

anak sah dandapat dinasabkan kepada ayahnya. Berbeda dengan Hukum Islam 

walaupun anak tersebut telah diakui oleh si ayah tetap saja anak tersebut masih 

berstatus anak zina yang dlakukan diluar perkawinan yang sah dan hanya memiliki 

nasab kepada ibunya saja. MenurutvImam Syafi’i dan Maliki jika sorang laki-laki 

mengawinii seorang prempuan belum pernahbdikumpuli atau sudah pernahdi 

kumpuli, makavdalam waktu kurangvdari 6 bulan darii akad prkawinan danvbukan 

terhitung darivmasa prkmpulanya maka ank tersebut tidak dapat dipertalikan 

nasab/garisketurunannya kepad laki-lakivyang menyebabkan kehamilan.vSedangkan 

menurut Jumhur ulamaa jika seorang laki-laki mengawini sorng yang sudah dikumpuli 

maka apabilavdalam waktu kurang dari enm bulan sejak dkmpulkanya, makaanak 

yang dilahirkan itu tidakvdapat dipertalikanvnasabnya kepada laki yangvmengawini 

                                                           
       17 http://www.google.com/amp/s/seanochan.wordpress.com/2014/06/05/hak-waris-anak-zina/amp/, diaskes 7 

Januari 2019.  

       18 Friska Marselina Maramis, 2017, Hak Mewaris Anak Di Luar Perkawinan Menurut Sistem Hukum Di Indonesia, 

Lex Crime, Vol. VI, No. 4, h.122. 

http://www.google.com/amp/s/seanochan.wordpress.com/2014/06/05/hak-waris-anak-zina/amp/
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ibunya dan hanya mempunyai nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya. Para ulama 

mendasar padavSurat Al-Ahqoofvayat 15 dan SuratvLuqman ayatv14. Menurut surat 

tersebut waktuvmengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Sedangkanvmenurut 

Surat Luqmanvwaktu menyapihvtu adalah 24 bulanv(2 tahun), jadi waktuvhamil 

minimalv6 bulan.  

 

D. Saran  

1. Penulis berharap untuk memikirkan ulang tentang perkawinan perempuan pada saat 

hamil dan juga untuk menjauh dari perbuatan-perbuatan tercela yang dapat 

mengakibatkan kehamilan diluar perkawinan, untuk selalu memperkuat iman dan 

menerapkan norma-norma agama dengan benar. 

2. Kepada para pejabat lembaga Perdailan Agama, KUA, serta para akademisi, kiranya perlu 

adanya upaya sosialisasi kepadaJmasyarakat mengenai dampak negatif yang ditimbulkan 

dari kawin hamil, sehingga masyarakat tidak salah pemahaman mengenai adanya 

ketentuan kebolehan kawin hamil dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dengan 

pemaknaan sebagai celah legalisasi perzinahan dengan alasan hukum. 

3. Kepada orang tua untuk selalu mengawasi putra-putrinyavagar tidakvterjerumus ke 

dalamvpergaulanvbebas danvselalu menerapkanvnorma-norma agama sejak dini dan 

menjelaskan dampakvdari adanya pergauanvbebas tersebut.   
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